
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR   19   TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2022 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait tujuan 

dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi 
birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi 
birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024; 

 
  b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Rembang Tahun 2022-2026; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-
2026; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi  Djawa Tengah; 

 

 

  



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

 
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1538); 

 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);  

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupayen Rembang Tahun 2021 Nomor 2); 

 
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Rembang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2022 Nomor 26); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2022 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 

26 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 26) diubah 
sebagai berikut:  

 



1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 5 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 5 
 

(1) Dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Daerah dibentuk Tim 
Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Tim Pengelola 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dan Tim Pengelola Reformasi 
Birokrasi pada Perangkat Daerah. 

 

(2) Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Tim 
Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

(3) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Perangkat Daerah. 

 
(4) Tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  
a.  memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Daerah; 
b.  memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan 

sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan 

dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada 
masyarakat; dan 

c.  memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 
secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan 

reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai 
dengan Road Map dan berkelanjutan.  

 
(5) Tugas Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  

a. merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah;  

b.  melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-
program prioritas di Daerah;  

c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan 
dengan baik;  

d.  melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan  
e.  melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target 

yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan 
stakeholders. 

 
(6) Tugas Tim Pengelola Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah 

adalah:  
a.  melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-

program prioritas di setiap Perangkat Daerah; 

b.  menyusun rencana aksi reformasi birokrasi Perangkat Daerah;  
c.  menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan 

dengan baik; 
d.  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

reformasi birokrasi di satuan kerjanya; dan 
e.  melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim 

Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 

 



(7) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah 

sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. 
 

(8) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 

 
(1) Rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
 

(2) Rencana aksi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

 
3. Ketentuan ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 8 

 
(1) Dihapus. 
 

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengelola Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Daerah. 

 
(3) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melaporkan 

hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
 
4. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 

2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Rembang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2022 Nomor 26) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

5. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 

2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Rembang Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2022 Nomor 26) dihapus. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 31 Mei 2024 

 
BUPATI REMBANG, 
  

ttd 
 

ABDUL HAFIDZ 
 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 31 Mei 2024 
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG, 

 
ttd 

 
FAHRUDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 19  
 

 

 

 

 

 

  


